
B U P A T I B O M B A N A 
PROVINS I S U L A W E S I T E N G G A R A 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT USAHA 

MIKRO DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 

BUPATI BOMBANA, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k membantu dan menjaga keberlangsungan 

pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) a t au menghadapi ancaman 

yang membahayakan perekonomian nasional dan a tau 

stabi l i tas sistem Keuangan serta penyelamatan ekonomi 

Nasional per lu standar pemul ihan ekonomi d i Kabupaten 

Bombana; 

b. bahwa berdasarkan ke tentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 T a h u n 2020 tentang Pelaksanaan 

Program Pemul ihan Ekonomi Nasional da lam rangka 

Mendukung Kebij akan Keuangan Negara u n t u k 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

sebagaimana te lah d iubah Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 T a h u n 2020 tentang Pelaksanaan 

Program Pemul ihan Ekonomi Nasional da lam rangka 

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara u n t u k 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; I 

D I KABUPATEN BOMBANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 



c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan 

Bupat i tentang Pedoman Penyaluran Ban tuan Subsidi 

Suku Bunga Kredit Usaha Mikro da lam rangka Pemul ihan 

Ekonomi Nasional d i Kabupaten Bombana; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 

dan Kabupaten Kolaka Utara d i Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4339); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro , Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4866; 

4. Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2020 tentang Penetapan 

pera turan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

stabilitas sistem Keuangan u n t u k penanganan pandemi 

Corona V i rus Disease 2019 (Covid-19) dan a tau da lam 

rangka menghadapi ancaman stabil itas sistem keuangan 

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 6 3 2 2 ) ; / 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 T a h u n 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemul ihan ekonomi Nasional da lam 

rangka mendukung kebi jakan keuangan negara u n t u k 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan a tau mengahadapi ancaman perekomian 

Nasioanal (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah d i u b a h dengan 

pera turan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2020 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 23 

tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemul ihan 

Ekonomi Nasional da lam rangka mendukung kebi jakan 

keuangan Negara u n t u k Penanganan pandemi Corona 

Virus Disease (Covid-19) dan a tau menghadapi ancaman 

yang membahayakan perekonomian Nasional dan a tau 

stabilitas sistem Keuangan serta penyelamatan Ekonomi 

Nasional (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara republ ik 

Indonesia T a h u n 2020 Nomor 6542); 

8. Peraturan Presiden Nomor 82 T a h u n 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan 

pemul ihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2020 Nomor 178); 

9. Peraturan Menter i Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman U m u m Penyaluran 

Ban tuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro u n t u k 

mendukung Pemul ihan Ekonomi Nasional pada Masa 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19); 

10. Peraturan menter i Koperasi, Usaha keci l dan Menengah 

Nomor 22 T a h u n 2020 tentang Cara Penyampaian Data 

Debitur Koperasi da lam rangka Pemberian Subsidi Bunga 

u n t u k Kredit Pembiayaan Usaha Mikro , Kecil dan 

Menengah da lam rangka Pemul ihan Ekonomi Nasional; 

11 . Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 

1781); / 



12. Peraturan Menter i Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 

tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsid i 

Margin u n t u k Kredit/Pembiayaan Usaha Micro, Usaha 

Kecil, dan Usaha Menengah da lam rangka Mendukung 

Pelaksanaan Program Pemul ihan Ekonomi Nasional; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN 

BANTUAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT USAHA MIKRO 

DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) 

DI KABUPATEN BOMBANA 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai 

u n s u r penyelenggara Peemerintahan daerah yang 

memimp in pelaksanaan u r u s a n Pemerintahan yang 

menjadi Kewenangan daerah otonom. 

3. Dinas adalah Dinas Per industr ian, Perdagangan, 

Usaha Kecil, M ik ro dan Menengah Kabupaten 

Bombana. 

4. Program Pemul ihan Ekonomi nasional yang 

selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian 

kegiatan u n t u k pemul ihan perekonomian Nasional 

yang merupakan bagian dar i kebi jakan 

Keuangannegara yang d i laksanakan oleh pemer intah 

u n t u k mempercepat penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan a tau menghadapi 

ancaman yang membahayakan perekonomian 

nasional dan a tau stabi l i tas sistem keuangan serta 

penyelamatan Ekonomi nasional. / 



5. Kredit/pembiayaan adalah penyediaan dana oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah,dunia usaha, dan 

masyrakat me la lu i perbankan, perusahaan 

pembiayaan dan lembaga penyalur program kred i t 

pemer intah dan koperasi u n t u k mengembangkan dan 

memperkuat permodalan usaha mikro,kec i l , dan 

menengah. 

6. Ban tuan bagi pe laku usaha m ik ro yang adalah 

b a n t u a n pemer intah da lam ben tuk Subsidi s u k u 

Bunga 0,2% yang d iber ikan kepada pe laku usaha 

mikro yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan 

Belanja Baerah (APBD). 

7. Usaha Mikro adalah Usaha Produkt i f m i l i k orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuh i kr i t e r ia Usaha Mikro sebagaimana d ia tu r 

da lam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro , Kecil dan Menengah. 

8. Subsid i bunga adalah bagian bunga yang menjadi 

beban pemer intah sebesar selesih antara t ingkat 

bunga yang d i ter ima oleh penyalur 

kredi t/pembiayaan dengan t ingkat bunga yang 

d ibebankan kepada debi tur . 

9. Deb i tur adalah pe laku usaha ind i v idu / perseorangan 

baik sendir i m a u p u n da lam kelompok usaha a tau 

badan usaha yang sedang mener ima pembiayaan dar i 

penya lur kredit/pembiayaan dan usahanya 

terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya dis ingkat APBD adalah rencana 

keuangan t a h u n a n pemer intah yang d ise tu ju i oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

11 . Pengguna Anggaran yang selanjutnya dis ingkat PA 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab atas Penggunaan anggaran pada Dinas yang 

bersangkutan. / 



BAB I I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud d i te tapkan Peraturan Bupa t i i n i adalah sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bombana pada 

proses penganggaran, pelaksanaan penetapan serta 

monitor ing dan evaluasi pemberian subsid i s u k u bunga 

kredit usaha mikro dalam rangka pemul ihan ekonomi 

nasional d i Kabupaten Bombana. 

Pasal 3 

Tujuan d i te tapkan Peraturan Bupa t i i n i adalah ber tu juan 

u n t u k mel indung i , memper tahankan dan meningkatkan 

kemampuan ekonomi para pe laku usaha mikro da lam 

menjalankan usaha da lam masa pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

BAB I I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang l ingkup Peraturan Bupa t i i n i adalah 

a. sumber dana; 

b. kr i t e r ia penyalur dan penerima subs id i s u k u bunga 

kredi t ; 

c. besaran subsid i s u k u bunga kred i t usaha m ik ro ; 

d. mekanisme dan persyaratan pemberian subs id i s u k u 

bunga kred i t ; 

e. tahapan penyaluran; dan 

f. moni tor ing dan evaluasi. 



BAB IV 

SUMBER DANA 

Pasal 5 

Sumber dana belanja subsid i s u k u bunga kred i t usaha 

mikro berasal dar i APBD t a h u n anggaran berkenaan pada 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Per industr ian, 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Bombana. 

BAB V 

KRITERIA PENYALUR DAN PENERIMA SUBSIDI 

SUKU BUNGA KREDIT 

Bagian Kesatu 

Kri ter ia Penyalur 

Pasal 6 

(1) Perbankan merupakan penyalur kred i t yang terdaftar 

d i Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

(2) Perbankan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) y a i t u 

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara 

Cabang Bombana. 

Bagian Kedua 

Kr i ter ia Deb i tur 

Pasal 7 

(1) Suku bunga kred i t d iber ikan kepada deb i tur pe laku 

usaha mikro da lam wi layah Kabupaten Bombana. 

(2) Deb i tur sebagaimana d imaksud pada ayat (1), antara 

la in : 

a. warga negara Indonesia; 

b. memi l i k i KTP Wilayah Kabupaten Bombana; 

c. memi l i k i surat keterangan usaha; 

d. t idak memi l ik i kredi t KUR d i Bank Sul t ra a tau 

Bank la in ; 

e. plafon p in jaman 50 j u t a kebawah; 

f. j angka w a k t u maks ima l kred i t 3 t a h u n ; dan 

g. b u k a n Aparatur Sipi l Negara, TNI/POLRI Pegawai 

BUMN atau BUMD; / 



BAB VI 

BESARAN SUBSIDI SUKU BUNGA KREDIT USAHA MIKRO 

(1) Subsidi s u k u bunga kred i t usaha mikro d iber ikan 

kepada pe laku usaha yang telah mendapat 

persetujuan kred i t usaha m ik ro dar i p ihak perbankan 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7 ayat (2), dan 

telah d i te tapkan oleh pemer intah daerah Kabupaten 

Bombana. 

(2) Jangka w a k t u pemberian subs id i s u k u bunga kred i t 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber ikan sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah. 

(3) Subsid i s u k u bunga kred i t ber laku sejak tanggal 

d i te tapkan akad kredi t . 

(4) Pemberian subsid i s u k u bunga kred i t sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) d i te tapkan sebesar 6% (enam 

persen) per t a h u n berdasarkan s u k u bunga anuitas 

bu lanan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dar i 

to ta l rata-rata pembayaran bunga bagi pe laku usaha 

dengan plafon p in jaman Rp. 50.000.000,- (Lima 

Pu luh J u t a Rupiah) kebawah. 

BAB VI I 

MEKANISME DAN PERSYARATAN PEMBERIAN SUBSIDI 

SUKU BUNGA KREDIT 

Bagian Kesatu 

Mekanisme Pemberian Subsidi S u k u Bunga Kredit 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Kabupaten Bombana bersama p ihak 

perbankan melaksanakan perjanj ian kerja sama 

dalam ben tuk pemberian subsid i s u k u bunga kredit . 

(2) Pemberian subsidi s u k u bunga kred i t sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d iber ikan kepada deb i tur 

se laku pe laku usaha mikro pada wi layah Kabupaten 

Bombana. / 

Pasal 8 



(3) Pelaku usaha mikro sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) adalah plafon kred i t dengan j angka w a k t u 

kred i t maks ima l selama 3 (tiga) t a h u n . 

(4) Ketentuan la innya terkai t dengan perjanjian kerja 

sama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i tuangkan da lam ben tuk surat perjanjian kerjasama. 

Bagian Kedua 

Persyaratan Pemberian Subsid i S u k u Bunga Kredit 

Pasal 10 

(1) Pelaku usaha menyampaikan permohonan ban tuan 

subsid i s u k u bunga kred i t kepada Bupa t i mela lu i 

Dinas Per industr ian, Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana. 

(2) Permohonan ban tuan subsid i s u k u bunga kredi t 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) te lah 

me lampirkan : 

a. surat permohonan; 

b. fotocopy Ka r tu Tanda Penduduk (KTP), Ka r tu 

Keluarga, Akta Nikah / Ak ta Cerai / Ak ta 

Kematian; 

c. Surat Keterangan Usaha dar i Pemerintah 

Ke lurahan / Desa; 

d. rencana penggunaan dana; dan 

e. dokumentas i tempat usaha; 

Bagian Ketiga 

T i m Teknis Pelaksanaan Ban tuan 

Subsidi S u k u Bunga Kredit 

Pasal 11 

(1) Bupa t i membentuk t i m teknis pelaksanaan ban tuan 

subs id i s u k u bunga kred i t yang d i te tapkan dengan 

Keputusan Bupat i ; 

(2) T im teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

mempunya i tugas : 

a. melaksanakan sosialisasi program kegiatan 

ban tuan subsid i s u k u bunga kred i t usaha mikro ; 



b. melaksanakan verif ikasi admin is t ras i u s u l a n 

ban tuan subsid i s u k u bunga kred i t usaha mikro ; 

c. melaksanakan moni to r ing dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan ban tuan subsid i s u k u 

bunga kred i t usaha m ik ro ; dan 

d . melaporkan has i l kegiatan kepada Bupa t i . 

(1) T i m teknis sebagaimana d imaksud da lam Pasal 11 

ayat (2) h u r u f b, melaksanakan veri f ikasi adminis t ras i 

atas usu lan permohonan ban tuan subsid i s u k u 

bunga kred i t yang d ia jukan oleh pe laku usaha. 

(2) Veri f ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

me l iput i : 

a. tempat usaha; 

b. j en is usaha; dan 

c. rencana penggunaan dana. 

(3) Berdasarkan has i l verif ikasi permohonan subsid i 

s u k u bunga kred i t bagi pe laku usaha, sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2), Dinas Per industr ian, 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Bombana merekomendasikan dan 

menyampaikan dokumen permohonan ban tuan 

subs id i s u k u bunga kredi t yang d ia jukan oleh pe laku 

usaha kepada p ihak perbankan u n t u k memperoleh 

persetujuan kredi t usaha m ik ro . 

(4) Pihak perbankan melaksanakan verif ikasi dan 

val idasi kred i t usaha m ik ro , dan menyampaikan data 

pe laku usaha yang telah memperoleh persetujuan 

kred i t usaha mikro sebagaimana d imaksud pada ayat 

(3), kepada Bupa t i mela lu i Dinas Per industr ian, 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Bombana. / 

Bagian Keempat 

Veri f ikasi dan Val idasi 

Pasal 12 



Dinas Per industr ian, Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana 

menetapkan nama-nama pe laku usaha yang telah 

mendapat persetujuan kred i t sebagaimana d imaksud 

pada ayat (4) dengan Keputusan Kepala Dinas. 

Pihak Perbankan mengajukan tagihan atas s u k u 

bunga kred i t setiap bu lannya kepada Bupa t i mela lu i 

Dinas Per industr ian, Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana. 

Tagihan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) telah 

ter lampir u ra ian rincian plafon kred i t dan s u k u 

bunga kred i t pe laku usaha yang akan d iber ikan 

subsid i . 

Dinas Per industr ian, Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana menel i t i 

kesesuaian tag ihan dan me lakukan mekanisme 

pembayaran secara transfer ke rekening perbankan 

yang telah d i te tapkan. 

BAB IX 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 14 

T i m teknis sebagaimana d imaksud da lam Pasal 11 

ayat (2) h u r u f c, melaksanakan moni tor ing dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian ban tuan 

subs id i s u k u bunga kredit . 

Hasi l mon i to r ing sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d isampaikan kepada Bupa t i dan d i t embuskan kepada 

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan 

fungsi pengawasan.y 

BAB VI I I 

TAHAPAN PENYALURAN 

Pasal 13 



BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal 

d iundangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer in tahkan 

pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan 

penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten 

Bombana. 
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